PUTUSAN
Nomor 0206/Pdt. G/2018/PA Thh

g A Cpan 1) ) ey
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengaditan  Agama Tembilshan yang memerksa dan  mengadili
parkara caral talak pada tingkat pertama. dalam persidangan Hakim Majelis
lwlah menjatubkan putusan sebagal berikut antars |

umur 41 tahun, agema Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan inpres Part
07 RT.014 RW. 007 Desa Pulau Palas Kecamatan
Tembilahan Hulu Kabupaten Indragin Hilir, sebagai
"Pemohon’”,
melawan
umur 38 tehun, agama Islam, pendidikan
S0, pekerjaan Iby Rumah Tangga, tempat tinggal
Jalan Pendidikan RT 006 RW. 003 No. 60 Desa
Pulau Patas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten
Indragin Hilir, sebagal * Termohon”

Pengadilan Agama tersebut |

Telah membaca dan mampelajarn berkas perkar;

Telah mendengar keterangan Pemohon serda memariksa buktt surst

dan saksi-saksi di persiklangan,

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tetanggal 06 Maret
2018 yang telah terdaftar i Kepaniteraan Pengaditan Agama Tembilahan
Nomar 0208/Pdt G/2018/PA Tok, tanggal 07 Maret 2018 mengemukskan
hal-hal sebaga benkut |
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istn (Ba'da Dukhul)

yang melangsungkan permikahan atas dasar suka sama suka pada han
Rabu, 20 Agustus 1097, atau 16 Rablul Akhir 1417 M, dan dicatat oleh
Pogawal Pencatit Nikah Kantor Lrusan Agama Kecamatan Tembilahan,
Kab. Indragin Hile, Prov. Riau, sesusi Duplikaet Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 gart 12 hal, Putusan Nomoer 0200/F0 G2018/PA Tl

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Nomor : KK.04.05 010N 01/10/2016 ditandatangani pegawal Pencatat
nikah KUA tersebut 01 Fabruan 2016,

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Penaka, dan Termohon
berstatus Gadis.

3. Bahwa setelah parmnikahan tersebut Pamohon dengan Termohon tinggal
o rumah poang tus Termohon yang tedetak di Sungai Intsn, Desa Pulau
polas, Kecamatan Tombilaban Hulu, Kab Indragint Hilir, Prov. Riau, dan
torakhir tinggal di rumah orang tus Pemohon yang tetetak o Ji inpres
Parit 07 Pulau Palas. Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu,
Kab. Indragint Hilir, Prov. Riau sampal dengan Pamohon dan Termohon
barpivah, dan selama menjalant pernikaban tersebut Pemohon dan
Termohon belum dikarunial anak,

4. Bahwa sejak awal-awal pernikahan, hubungan pemikahan Pemohon dan
Termohon sudah lidak bedalan rukun dan tdak harmonis, hubungan
rumah tangga Pemohon dan Termohon mulal terfadi perselisinan dan
pantengkarnn, yang penyebabnya

« Termohon jarang menjalankan kewajibannys sebagai seormng istr,
seperti jateng  mengurus  Pemohon, dan  jarang  memberiken
perhatinn kepada Pemohon,

« Orang tWwa Termohon selalu melarang dan tidak mengizinkan
Termohon untuk kut pindah dan hidup mandin bersama Pemohon,

5 Bawa puncak perselisihan dan dan ketidakbarmonisa antars Pemohon
dan Termohon terjadi pada Agustus 1988, yang penyebabinya adialah
orang tua Termohon tiba-iba datang kerumah orang tua Pemohon,
tempat dimana Pemohon dan Termohon tinggal, dan kedatangan orang
tua Termohon tersebut menjemput Termohon untuk mengajak kembal
pulang, di jemputnya Tarmohon pun tanps sepaogetabuan dan sezn
Pemohon, karena pada saat ity Pemohbon sedang tidak dirumah dan
sedang bekena, sehingga sampail sekarang ini lelah pisah tempat tinggal
dan tidak pernah bersatu lagl layaknya suami istrl lebih kurang 19 tahun
7 bulan
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6. Bahwa setelah Termohon pergl dan rumah, Pemohon sudah mencoba
mambujuk  Termohon  untuk  kembali  kepada Pemohon, namun
tanggapan dart Termohon tidak ingin kembali bersama Femohon

7. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah
solama lobih kurang 19 tahun 7 bulan, dan Termohon tidak ada tiked
Balk untuk kemball kepada Pemohon dan tidak ada keinginan untuk
memperbalki masalah ruman tangganya dengan PFemohon, maka
Pamohon merasa tidak mungkin lagh untuk membeniuk sebuah keluarga
yang sakinah. mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga
Pemohon sangat berharap kepada Majehs Hakim perkara ini ager
mengabulkan parmohanan perceratan dan Pemaohon.

8 Bahwa Pemohon sanggup membayar selurub Diaya yang timbul akibat
parkara ini
Berdasarkan alasan/dalit-dalil diatas, Pemohon bermobon agar Ketua
Pengaditan Agama Tembilahan Cq. Majelis Makim segers memenksa
dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatubkan putusan yang

amarmyn sebingal berkut |

PRIMER

1. Menanima dan mengabulkan Permohonan Cerm Talak Pemohon
untuk seluruhnya.

2. Memben lin kepada Pemohon untuk

menjstubkan talak satu Raji kepada Termohon
di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembiiahan,
3. Mambebankan biaya perkars menurut hukum.
SEKUNDER !
Jika Majehs Hakim  berpendapat lain, mohon  Kicknya  membenkan
putusan yang seadi-adilnya (ex aequo et bono),

Bahwa pada hatl persidangan yang telah ditetapkan, Pamohon hadir
sendint di parsidangan, akan tetapi Termohon tidak hadic dan tidak puls
manyuruh omng ln sebagat wakll atay kuasanys, meskipuo menurt relaas
panggilan Nomor 0200/Pdt GR2018/PA Thh tanggal 21 Maret 2018 dan
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tanggal 29 Maret 2018 Termohon telah dipanggll secars resmi dan patut,
sedangkan tdak hadirannya Wermebut tanpa alassn yang sah,

Bahwa Malis Hakim ltelah berusaha mendamaikan dengan cank
maenasihati Femohon untuk bersabar dan kumpul kembal dengan Termohon
sebagal suami isten, namun tidak berhasi,

Bahwa oleh karens Termohon tidak hadie & persidngan, maka
mediasi sebagaimana  diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 RBg tidak dapat
dilaksanakan, begitu juga keterangan Termohon tidak dapat didengar di
porsidangan;

Bahwa pemerkssan perkara int dilanjutkan dengan membacakan
surat permohonan Pemohon yang isinya letap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa untuk memperkuat dall permohonannys, Pemohon  telah
maengajukan bukti surat berups Fotokop Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
KK 04 .05 01/0N 011072018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan:
Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Milir, tanggal 01 Fabruarn
2018, Intu Majelis memanksa bukti surat tersebut dien mencocokkan dengan
aslinya termyala cocok serta telah bemetera) cukup oleh Ketua Majolis diben

tanda P,

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-
saksi sebagal berikut
% . umut 59 tahun, agema Istam, pendidikan SR,

pekenaan Patani, bartempat tinggal di Jalan impres RT. 001 RW. 002
Desa Pulau Pales, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragin Hilir, o
bawah sumpahnya membenkan keterangan sebagat benkut |

«  Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karens sebagal
paman Pamohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah  suamiister yang
menikah pada tahun 1997 dan setelah menikah Pemohon dan
Termohon banempat tinggal di rumah di rumah orang tua Termohon
yang tedetak o Sungal Intan, Dess Pulau palas, Kecamatan
Tembilaban Hulu, dan tecakhir tingoal di ruman orang tua Pemohon
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yang tedetak di JI Inpres Part 07 Pulau Palas, Desa Pulau Palas,
Kecamatan Tembitahan Hulu,

Bahwa rumah tangga Pemohon dangan Termohon sudah rukun dan
harmaonis sebagaimana layaknys suami isten, belum dikarunisl anak;
Bahwa sejak awal menikah keadasn rumah tanggs Pemohon dengan
Termohon tdak rukun dan tidak hamonts lagl karens senng tenasd
persalisihan dan partengkaran,

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Temohon
disebabkan ormang tua Termohon selalu kut campur terhadap rumah
tangaa Pemobon dan Temohon,

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisat
tempat tinggal selama kurang lebih 20 tahun, Termohon pergi
meninggalkan Femohon bahkan sekarang Termohon sudah menikah
lagi dengan laki-laki lain,

«  Bahwa antara Pamohon dengan Termohon sudab diupayakan untuk
rukun kembali, akan tetapi tidak bechasil:

- umur 41 tahun, agama isiam,
pendidikan SMA, peketaan Swasta, bertampat tinggal o Jalan Impres
RT. 001 RW. 002 Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten
Indragirt Hilir, di bawah sumpahnya membenkan keterangan sebagasl
berikut

Bahwa saksl kenal dengan Pemohon dan Termohon kiarenas sebagsi
teman dan tetangga Pemohan sejak tahun 2002,

Bahwa saksi mengetahul Pamohon telah manikal dengan Termmohon
dar conta 1stn saksi,

«  Bahwa saksl hdak pernah melihat kehidupan rumah Pemohon dan
Termohon karena ketika sakst menikah dan bertetangga Pemohon
dan Termohon tidak serumah lagi;

Bahwa saksl tidak mengetahui keadann rumah tangga Pemohon dan

Termohon ketika mereka hidup bersama,

Batiwa Pamahon tdusk dapat mengajukan bukt saks lngl karens tidak
ade saksl lan yang mengetahul adanya perselisihan dan perengkaran
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antara Pemohon  dengan Termohon dan bethubung yang mengetahul
adanys perselisihan dan peengkaran antara Pamohon dan  Termaohon
hanys satu orang saksi, maka saksi lersabut bary merupakan bukti awal dan
belum mamenuhi syarat bukti yang cukup sehingga masih diperiukan alat
bukt lan, dan untuk melengkapl alat bukti tersebut, Majelis becdasarkan
Putusan  Sela Nomor 0200/Pat GR201B/PA Thh tanggsl 04 April 2018
memerntabkan  kepada  Pemohon  untuk  mengucapkan  sumpah
suppletoi/pelengkap,

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan
sesuaty apapun dalam perkarm ini dan telsh menyampaiken kesimpulaniys
yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat  permohonannys serta
mamahon perkara inl segers diputuskarn,

Bahwa untuk mempersingkat uralan  putusan inl, Majells cukup
menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatet dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujusn permohonan  Pemohon
adalah sebagamana yang telah diuraikan tersabut di atas,

Menmbang, bahwa sesual pasal 145 R Bg jo pasal 26 Peraturan
Pamerintah Nomor § Tabun 1975 Pemohon dan Tarmohon telah dipanggi
secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan
mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan
Termaohon tidak hadir dan tidak puls menyuruh orang lan sebagar wakil stau
kuasanys tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak
maelawan hukum, Oleh karenanys Termohon harus dinyatakan tdak hadi
dan parmohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sesual ketentuan
Pasal 148 ayat (1) R.Bg:

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipartimbangkan acalah
tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta
Nikah), temyata sdalah akta autentik, terbukt bahwa Pemohon dengan
Tarmohan adalah suameistn yang sah, mentkah pada tanggal 20 Agustus
1997, dengan demikian Pemohon adalab otang yang berkepentingan dan
patut menjadi pihak-phak dalam parkara nl,
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Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tdak hadit  dalam
parsidangan, maka Majehs Hakim tidak dapat melakukan upays perdamaian
sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang.
undang Nomor 50 Tahun 2008, pasal 154 R Bg dan pasal 131 Kompilasi
Hukum (slam serta Peraturan Mahkamah Agung R Nomor 1 Tahun 2016,
namun demikian Majels Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihat
Pamohon agar bersabar dan rukun kemball untuk membina rumah
tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil, maka pemernksaan
porkata dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pemaohon,

Menimbang. bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
agar diberkan zin untuk mengucapkan kear talak satu terhadap Tarmohon
¢ depan sidang Pengadilan Agama Tembilaban adalah karens rumab
tanggs antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis
lagi dan sering teradi perselisihan dan penengkaran dan sejak  awal
pemikahan yang disebabkan Termohon jarang manjalankan kewsjiibannys
sebagn Seorang 1N, seperti jarang mengurus Pemohon, dan jerang
membaenkan pechation kepada Pemohon dan QOrang tua Termohon selalu
melarang dan tidak mengizinkan Termohon untuk ikut pindah dan hidup
mandiri bersama Pamohon,

Menimbang. bahwas  untuk menguatkan dalil  permohonannys,
Pemohon telah mengajukan bukti surat ( P ) dan 2 (dua) orang saksi,
terhadap bukti-bukth mana Majelis Makim akan mempertimbangkan benkut
n,

Menmbang. bahwa buktt P (Buku Kutipan Akta Nikah), asdalah
sebagal condition sine quanon, telah dipertimbangkan leblh dahulu dalam
parkara inl, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan
oleh Pemaohon yatu (paman Pemohon) dan

(teman dan tetanggs Pemaohon), Majelis meniis
keduanya telan memenuhi parsyaratan formil sesual ketentuan yang distur
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dalam Pasal 175 RBg karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini
secara pribadi (in parson), di depan petsidangan dan telah memberkan
keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk
didengar kesakaiannys dan kedus saksi juga temyats adalan berasal dan
pihak keluarga Pemohon atsyu omng-orang yang dekat dengan Pemohon
sohingga telah sesunl dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang
Nomeor 7 Tahun 1988 juncto pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemenntah Nomor
8 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompiiasi Hukum isiam;

Menimbang. bahwa saksi pertama Pemohon yaitu
menerangkan bahwa saksi mengetahui sejak awal menikah keadaan rumah
tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi
Karena senng tenadi perselmihan dan perdengkacn disebabkan orang tuas
Termohon selalu tkut campur techadap rumah tangga Pemohon dan
Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah
tempat tinggal selama kurang lebih 20 tahun, Termohon petgl meninggalkan
Pemohon bahkan sekarang Termohon sudah menikah lagi dengan laki-fki
lain dan saksi juga permah mendamalkian Pemohon dan Termohon, oleh
Katenanys secara materil keterangan saksi pertama Pemohon fersebut
memiliki nilal kekuatan pembuktian dan telah sesual dengan ketentuan pasal
308 ayat (1) R Bg.. sehingga dapat dipertimbangkian.

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yaitu

menaangkan bahwa saksi sama sekall lidak mengetahul
tentang keadaan rumah tangga Pemohon dangan Termohon oleh karenanya
keterangan saksi kedus Pemohon tersebut dipandang tidak memenuhi
syarat materil pembuktian, sehingga ketarangan saks) a quo tidak dapat
diterima sebagal bukti yang cukup mendukung kebenaran dalih-dail dan
slasan parmohonan Pamohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditenmanya ketarangan saksi kedua
Pemohon maka Pemohon hanya mampu menghadirkan satu orang saksi
yang dengan meyakinkan telah memberikan keterangan bahwa rumah
tangga Pemohan dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagl
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Menimbang. bahwa karena Pemohon hanya dapat mengajukan satu
orang saksi yang belum mencapal batas minimal pambuktian dan Pemohon
juga telah menyatakan tdak sanggup lagi menghadirkan saksi, maka
berdasarkan Pasal 308 R Bg /o Pasal 1505 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, kesakeinn satu orang saksi tidak boleh dipercays keterangannya
(unus teshs nulus lests), seningga sakst yang diajukan oleh Pemohon baru
mamiliki kakuatan pembuktian permulsan,

Menimbang, bahwa bukb permulaan akan menfadi suatu bukt yang
cukup apabila didukung oleh satu alat bukti lain, maka berdasarkan Pasal
182 RBg Majels Hakim telah  memberkan Putusan Sels  Nomor
0206/Pdt G/2018/PA Toh tanggal 04 Apnl 2018 yang memenntahkan kepada
Pamohon untuk mengucapkan sumpah  suppletoi/pelengkap, kemudian
berdasarkan berita acara sidang tanggal 04 Aprl 2018 Pemohon telah
mengucapkan sumpah  suppletor maka  sumpah  suppletoir  Pemohon
tersebut patut dinyatakan mendukung keterangan satu orang saksi Pemohon
sehingga bukti permulaan dar keterangan satu orang saksi tadi ditambah
dengan sumpah supplelor Pemohon telah menjadi bukti sempurma yang
cukup kuat bagi Majelis Hakim, oleh karenanya dall permohonan Pamohon
patut dinyatakan terbuktl;

Menimbang, bahwa darl parmohonan Pemohon yang didukung bukt
P dan 1 (saty) orang saksi Pemohon serta Sumpah Suppletoir Pemohon
dalam perkara @ quo sebagamana diparimbangkan di atas, Majelis Hakim
talah dapat manemukan fakta sebagal benkut,

Bahwa Pomohon dengan Termohon adalah suamidstn yang sah,
manikah pada tanggal 20 Agustus 1997 dan belum dikarunisl anak;
Bahwa antars Pemohon dengan Termohon telah tegadi perseiisiban dan
pertengkaran secars lorus menerus yang disebabkan adanya campur
tangan pihak ketiga yaitu orang tua Termohon kut mencampur urusan
rumah tangga Pemohon dan Termohon,

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang inl sudah
herpwan tempat tinggsl selama  kurang lebih 20 tabun  (amanys.
Tarmohon pergi maninggatkan Pemohan:
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Bahwa antara Pemaohon dengan Termohon sudah diupayakan agar
rukun kembah sebagat suami-ista, akan tetap tidak berhasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
berpendapst bahwa dall-dall dan alasan permohonan Femohon telah
terbuktl kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan
Termahon telah dipandang sampat pada kondisi pecah (broken marmage)
dan sudah sangal sult untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

Menimbang, bahwa pecahnys rumah tangga Pemohon  dengan
Tarmohon dapst dilihat dar fakta i mana telah tedadi perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berakhic  pisah
tempat tinggal selama kurang lebih 20 tahun serta upaya damal yang
dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun pleh Majelis Hakim selama
poemerksaan perkara 0y, tetap tdak berhasil. Hal Inl adalah merupakan
indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk
disatukan serta tidak ada lagl harapan akan hidup rukun datam membina
rumah tangge dan Pemohon menyatakan bdak ada keinginan lagl untuk
hidup bersama dengan Termohon, hal mana membuktikan bahwa antara
keduanya tdak mungkin lagl untuk disatukan, dan mustahil rumah tanggs
dapat didinkan jika kedua pihak atau salah satunya sudah tidak punye
keinginan  untuk  hidup barsama dan  memperahankan keutuhan  runash
tangga mereka dan mampertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian
hanyalah sia-sia belaka Karena dapat manimbulkan kemudaratan yang lebih
besar bagl kedua belah pihak, Samentars kaidah fikih menyatakan

;_d‘...-dl wila e s ke Al g
Adtinya “Menolak kemudaratan lebih uteema danpade mengambil manfaat”.

Menimbang, babwia Maelis petlu mengetengahken dall al-Qur'an

surat al-Bagarah ayat 227 yang berbunyi

e el |y 8 S S W e
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Artinya:  Jika meroka (para svamil telah borkeletapan hati untuk
mengatuhkan talak, maka sesungguinya Allah Maha Mendengar lagl Maha
Mengetahul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
di ates, Maplls  berkesimpulan  babwa  permohonan  Pemohon  telah
memenuh alasan yang cukup sebagaimana ditentukan datan Pasal 19 horuf
() Persturan Pemanntah Nomor 8 Tahun 1875 jo Pasal 116 huruf {f)
Kompilas: Hukum lslam, oleh karena itu sesual ketentuan Pasal 70 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2000,
maka permohonan Pemahon sudash sepatutnya dikabulkan,

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah
bergaul sebagaimana layaknys suami isten (Ba'de dukhul) dan belum pemah
barcarsl, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum islam
talak yang dijatuhkan adalah talak satu ra)'y,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayast (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan Agama yang telab divbah untuk
kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2000, maks semun
biayn parkamm ini dibebankan kepada Femahon,

Memperhatikan, sogala ketentuan hukum dan peraturan parundang
undangan yang beraku serta dali-dalit syar'l yang berkatan dengan perkara
ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggll secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir,

2. Mengabulkan permohonan Pemahon dengan verstek,

3. Memben zin kepada Pemohon unituk
menjatiuhkan talak satu ra)i terhadap Termohon

i depan sidang Pangadilan Agama Tembilahan;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar Diays perkars

sejumiah Rp, 381,000, (bga ratus sembilan puluh satu nbu rupiah),
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Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 04 April 2018
Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami RIKI
DERMAWAN, SHI sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIDWAN
HARAHAP, S H. dan FATHUR RIZQI, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis
dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim
Anggota tersebut, dengan ABDUL AZIS, S H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadir oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

RIKI DERMAWAN, S.H.L

Hakim Anggota, sznm Anggota,
RI;ANéHARMﬁ&P, S.H. FATHUR RIZQ!, S.H.1.

Panitera aganti,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran, = Rp.  30.000.-
2. Biaya Proses; = Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan; = Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi; = Rp. 5.000.-
5. Biaya Meterai; = Rp. 6.000,-

Jumliah = Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
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